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Abstrak

Perkembangan teknologi dan sumber daya manusia memengaruhi berbagai sektor,
termasuk akuntansi, dengan dampak positif dan negatif. Meningkatnya persaingan
mendorong praktik tidak profesional seperti kecurangan, termasuk penyuapan dan
manipulasi dokumen. Penelitian ini menguji pengaruh audit investigatif, akuntansi
forensik, dan sistem pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan
barang dan jasa di Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan
data primer dari 46 responden auditor di BPKP DKI Jakarta, menggunakan kuesioner
skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan audit investigatif,
akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan deteksi kecurangan pengadaan
barang dan jasa telah sangat efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa audit
investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif
dalam mendeteksi kecurangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin efektif
penerapan audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal
meningkatkan kemampuan auditor untuk mengidentifikasi dan mengungkap
kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci: Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Kecurangan, Pengadaan Barang dan
Jasa, Sistem Pengendalian Internal.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan sumber daya manusia yang sangat pesat, sangat
berdampak dan memengaruhi berbagai sektor kehidupan di dunia. Begitupun dengan
perkembangan dunia akuntansi yang sangat pesat memberikan dampak positif dan
dampak negatif terhadap suatu perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan semakin
tingginya persaingan usaha untuk mencari keuntungan dengan melakukan pengorbanan
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yang seminimal mungkin untuk menghindari kerugian, bahkan ada yang menggunakan
cara-cara yang tidak profesional seperti kecurangan dan sebagainya. Menurut Mahsun
(2023:44) ada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan
kecurangan, yaitu: capability, rationalization, opportunity, financial pressure, non-financial
pressure, ethical culture, knowledge, dan awareness, serta social environment.

Pada zaman yang serba modern ini, sangat terlihat perubahan pola dan gaya hidup
dari masyarakat di kota besar seperti Jakarta. Dua atau tiga dekade yang lalu masyarakat
menjalankan roda kehidupannya dengan realistis atau apa adanya sesuai dengan
kapasitas atau kemampuan yang dimiliki. Masyarakat tempo dulu sangat menjunjung
tinggi nilai integritas dalam kehidupannya. Berbeda dengan masyarakat jaman sekarang
yang mengutamakan gaya hidup kekinian demi bisa eksis dalam pergaulan dan
lingkungan sosialnya dan kurang mempertimbang kapasitas atau kemampuan yang
dimiliki. Fenomena ini yang akhirnya mendorong oknum tertentu untuk melakukan
kecurangan karena adanya tekanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kecurangan (fraud) merupakan topik yang semakin diperbincangkan di Indonesia.
Kecurangan adalah tindakan penipuan yang sengaja dilakukan dengan maksud
menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan memberikan keuntungan kepada pelaku
kecurangan dan/atau kelompoknya. Fraud sebagai representasi fakta material yang
palsu, sengaja atau ceroboh, sehingga diyakini dan direspon oleh korban dengan akibat
merugikannya. Secara asal-usul, fraud mencakup berbagai tindakan melanggar hukum
(Anggraini et al., 2019).

Berdasarkan fenomena realita kehidupan dunia kerja di lingkungan pemerintahan,
ditemukan banyak kasus tindak pidana yang terjadi di berbagai instansi pemerintah.
Tabel 1 menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan
tindak pidana kecurangan sebanyak 1.512 kasus yang terjadi dari tahun 2004 hingga
tahun 2023 (KPK, 2024). Kasus kecurangan bisa terjadi di berbagai bidang, salah satunya
adalah pengadaan barang dan jasa (PB]).

Tabel 1. Jumlah Kasus Kecurangan

Jenis Kasus Jumlah Kasus  Persentase
Penyuapan 989 65 %
Pengadaan barang dan jasa 339 22%
Penyalahgunaan anggaran 57 4%
Pungutan 28 2%
Perizinan 28 2%
Merintangi proses KPK 13 1%
Pecucian uang (TPPU) 58 4%

Total 1.512 100 %

Sumber: KPK (2024), Data Diolah (2024)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta menemukan
berbagai titik rawan korupsi PBJ pada setiap tahap proses, yaitu perencanaan,
penganggaran, pelelangan, pelaksanaan, hingga pembayaran. Data BPKP menunjukkan
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bahwa 85% kasus korupsi PB) melibatkan 306 Gubernur/Bupati/Walikota (Kemenang,
2018). Data tersebut juga diperkuat dengan temuan KPK yang menunjukkan bahwa lebih
dari 70% kasus korupsi berasal dari proses pengadaan barang dan jasa (Kemenang,
2018). Gambar 1 menunjukkan perkembangan jumlah kasus kecurangan PBJ yang dicatat
KPK (2024) selama 5 tahun terakhir. Jumlah kasus PBJ dari tahun 2019 hingga 2023
menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi para
aparatur negara untuk menindak dan juga memitigasi agar kejadian tersebut tidak
berulang.

Gambar 1. Jumlah Kasus Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa
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Sumber: KPK (2024), Diolah Peneliti (2024)

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur
pemberantasan tindak pidana korupsi atau kecurangan, yaitu UU No.3 Tahun 1971
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan UU
No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, UU No.
20 Tahun 2001 jo UU No0.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta
masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi, Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang strategi nasional
pencegahan korupsi, Peraturan Presiden No.102/2020 tentang pelaksanaan supervisi
pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap peraturan perundang-undang dengan
tegas mengatur dan melarang sebuah tindakan korupsi. Pemerintah dan masyarakat
memiliki ekspektasi yang tinggi kepada setiap aparatur negara untuk menjunjung tinggi
nilai-nilai integritas dalam bekerja. Tingginya kasus kecurangan oleh pihak-pihak yang
terlibat dalam korupsi pengadaan barang dan jasa disebabkan oleh ketidakpatuhan
terhadap peraturan yang menyebabkan negara terus-menerus mengalami kerugian
(Dewi & Dewi, 2021).

Penelitian ini dimotivasi dari hasil penelitian sebelumnya yang beragam atas faktor-
faktor yang memengaruhi keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan
pengadaan barang dan jasa. Wiharti & Novita (2020), Rahmayanti & Periansya (2022), dan
Syahputra & Urumsah (2019) menemukan bahwa audit investigatif berpengaruh positif
dalam mendeteksi kecurangan. Namun Pamungkas & Stephanus (2018) menyatakan
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bahwa audit investigatif terdapat kelemahan dalam mengungkapkan kecurangan.
Rahmayanti & Periansya (2022), Abdulrahman et al. (2020), dan Fadilah et al. (2023)
menemukan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif dalam mendeteksi
kecurangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2023)
yang menyatakan bahwa akuntansi forensik tidak berpengaruh terhadap deteksi
kecurangan. Akhtar et al. (2022) dan Fadila (2020) menyatakan bahwa sistem
pengendalian internal berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan. Namun
Nurhayati & Muniarty (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak
berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini juga dimotivasi oleh penelitian terdahulu yang telah meneliti kinerja
auditor BPKP dalam mendeteksi kecurangan. Ardiansyah (2023) meneliti faktor-faktor
yang memengaruhi deteksi kecurangan yang dilakukan oleh 30 auditor Perwakilan BPKP
Provinsi Riau. Roza & Muhammad (2020) mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh 50
auditor internal dan 25 auditor eksternal BPKP Provinsi Riau. Farahdiba & Cahyaningsih
(2020) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 49 auditor BPKP Provinsi DKI
Jakarta. Pamungkas & Stephanus (2018) meneliti implementasi akuntansi forensik dan
audit investigatif pada BPKP Nusa Tenggara Timur.

Adanya fenomena peningkatan kasus kecurangan dan beragamnya temuan
penelitian terdahulu memotivasi penelitian ini perlu dilakukan. Oleh karena itu penelitian
ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem
pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.
Kontribusi penelitian ini adalah menguji efektivitas penerapan audit investigatif,
akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan deteksi kecurangan pengadaan
barang dan jasa dari 46 auditor BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Penelitian ini
membuktikan bahwa penerapan audit investigatif, akuntansi forensik, sistem
pengendalian internal, dan deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa telah sangat
efektif. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan bidang iimu
Audit Investigatif dan Akuntansi Forensik. Penelitian ini membuktikan bahwa audit
investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif
dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Studi Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

White Collar Crime Theory

Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang
memiliki reputasi tinggi dan status sosial dalam panggilan profesionalnya dan juga
kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan (Sutherland, 1949). Kejahatan kerah putih
merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat dan status sosial
yang tinggi dalam pekerjaannya (Okoye & Obialor, 2020). Orang ini berpendidikan,
cerdas, kaya, individu yang cukup memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang
memungkinkan mendapatkan akses yang tidak dipantau ke sejumlah besar uang. Satu-
satunya cara satu kejahatan berbeda dari yang lain adalah dalam latar belakang dan
karakteristik pelakunya (Okoye & Obialor, 2020).
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Fraud Hexagon Theory

Fraud hexagon theory pertama kali dikembangkan oleh Cressey Donald pada tahun
1953, yaitu terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi pengambilan keputusan
adalah tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization)
(Vousinas, 2019). Tekanan dapat disebabkan adanya tujuan yang tidak realistis yang
ditujukan kepada para manajer (Desviana et al., 2020). Peluang (opportunity) bisa muncul
dari berbagai faktor, termasuk dari kelemahan dalam pengendalian internal suatu entitas
(Suryani & Fajri, 2022). Pelaku menggunakan rasionalisasi untuk membenarkan
tindakannya yang melanggar hukum dan untuk menegakkan pandangannya tentang
dirinya sebagai individu yang dapat diandalkan (Vousinas, 2019). Wolfe & Hermanson
(2004) menambahkan elemen keempat pada fraud triangle yang dapat meningkatkan
deteksi dan pencegahan penipuan. Pelaku kecurangan harus memiliki kemampuan yang
baik untuk memanfaatkan dan menyadari adanya kesempatan untuk melakukan
kecurangan. Capability mengacu pada kemampuan manajemen untuk mengelola dan
memimpin perusahaan (Nugroho & Diyanty, 2022). Crowe (2011) mengembangkan lagi
teori fraud dan menambahkan faktor kelima yaitu arogansi (arrogance). Ego (arrogance)
adalah sikap superioritas atau keserakahan orang-orang yang percaya bahwa
pengendalian internal tidak berlaku secara pribadi (Nugroho & Diyanty, 2022). Memiliki
rasa ego yang tinggi atau merasa kebal terhadap kebijakan perusahaan, ditambah
dengan tekanan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan menunjukkan kinerja yang
baik, dapat mendorong seseorang untuk memanfaatkan celah, seperti lemahnya
pengawasan, hingga akhirnya melakukan kecurangan (Syafira & Cahyaningsih, 2022).
Teori terbaru yang disebut sebagai fraud hexagon theory dikembangkan oleh Vousinas
(2019) dengan menambahkan collusion, yang merupakan kerja sama yang dilakukan oleh
internal perusahaan dengan pihak eksternal, maupun kerja sama yang dilakukan oleh
antar karyawan perusahaan. Teori Fraud Hexagon menjelaskan bahwa  terjadinya
kecurangan dapat dipengaruhi oleh adanya pressure, opportunity, rationalization,
capability, arrogance, dan collusion (Nurbaiti & Arthami, 2023).

Audit Investigatif dan Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Audit investigatif merujuk pada suatu proses di mana pihak yang memiliki
kewenangan dan independensi melakukan pencarian, penemuan, pengumpulan,
analisis, dan evaluasi secara sistematis terhadap bukti-bukti (BPKP, 2019). Keberadaan
auditor yang independen sangat penting dalam menyajikan laporan keuangan yang
benar dan jujur dan melakukan tugasnya dengan baik, mencegah kecurangan yang
mungkin disebabkan oleh hubungan klien dengan auditor (Farahdiba & Cahyaningsih,
2020). Menurut Suryani et al. (2021), audit investigasi dapat didefinisikan secara
sederhana sebagai usaha untuk membuktikan suatu hal. Ada beberapa faktor yang
memengaruhi proses audit investigatif yaitu pemahaman bukti audit investigatif, teknik-
teknik pengumpulan bukti investigatif, teknik-teknik dalam mengevaluasi bukti, dan
teknik komunikasi efektif dalam mengumpulkan dan menggali bukti (Sayidah et al.,
2019:6).

Audit investigatif memegang peran penting dalam mendeteksi kecurangan dalam
pengadaan barang dan jasa. Audit investigatif berperan penting dalam mengidentifikasi
dan mengungkap kecurangan melalui metode pemeriksaan yang mendalam dan
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terfokus. Dengan penerapan audit investigatif yang baik, auditor dapat menemukan bukti
kecurangan yang mungkin tidak terdeteksi melalui prosedur audit reguler. Proses ini
melibatkan teknik-teknik khusus seperti wawancara, analisis data, dan rekonstruksi
transaksi untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan. Melalui pendekatan yang
menyeluruh, audit ini membantu mengidentifikasi potensi kecurangan dengan
menganalisis transaksi, dokumen, dan jejak yang tidak biasa atau tidak lazim. Hal ini
sejalan dengan Wiharti & Novita (2020), Rahmayanti & Periansya (2022), dan Syahputra &
Urumsah (2019) yang menemukan bahwa audit investigatif berpengaruh positif dalam
mendeteksi kecurangan. Rahmayanti et al. (2022) menjelaskan bahwa lingkungan
pekerjaan audit dapat memengaruhi pendeteksian kecurangan. Penerapan audit
investigasi yang semakin baik dapat meningkatkan ketepatan pendeteksian kecurangan.

H1: Audit investigatif berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan
barang dan jasa.

Akuntansi Forensik dan Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Akuntansi forensik merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang mencakup
penerapan prinsip akuntansi dan pengetahuan hukum untuk mengidentifikasi,
mencegah dan menanggulangi kecurangan, serta penipuan dan praktik ilegal dalam
dunia bisnis (Mahsun, 2023:13). Akuntansi forensik adalah metode akuntansi yang ilmiah
untuk mengungkap, menyelesaikan, menganalisis dan menyajikan masalah fraud dengan
cara yang dapat diterima di pengadilan (Sayidah et al., 2019:5). Ada beberapa faktor yang
memengaruhi akuntansi forensik yaitu kepatuhan terhadap standar profesional dan
etika, pengumpulan dan analisis bukti, pemahaman tentang hukum dan peraturan,
pemahaman tentang sistem dan prosedur, keterampilan komunikasi dan presentasi
(Mahsun, 2023:5).

Tujuan utama dari akuntansi forensik adalah untuk mendeteksi kecurangan
keuangan, mencegah kecurangan keuangan, menyelesaikan kasus kecurangan
keuangan, membantu perusahaan atau organisasi dalam pengambilan keputusan dan
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Akuntansi forensik melengkapi audit
investigatif dengan menyediakan analisis yang lebih mendetail dan teknis terhadap data
keuangan. Akuntansi forensik tidak hanya berfokus pada pengumpulan bukti, tetapi juga
pada penyusunan laporan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan di
pengadilan. Auditor forensik harus memiliki pemahaman mendalam tentang metode
penipuan, teknik-teknik akuntansi, dan kemampuan analitis untuk mengevaluasi bukti
dengan akurat. Hal ini sejalan dengan Rahmayanti et al. (2022), Abdulrahman et al. (2020),
lhulhaq et al. (2019) yang menemukan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif
dalam mendeteksi kecurangan.

H2: Audit investigatif berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan
barang dan jasa.

Sistem Pengendalian Internal dan Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang
oleh manajemen dengan keyakinan memadai agar entitas dapat mencapai tujuan dan
sasarannya (Yustien & Herawaty, 2022). Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur ini
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biasa disebut sebagai pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk
pengendalian internal suatu entitas. Sistem pengendalian internal sebagai suatu
rangkaian yang mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang
diselaraskan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan
data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan
manajemen (Tiblola & Pakaila, 2023). Pelaku kecurangan akan memanfaatkan peluang
dengan merencanakan strategi dan memahami sistem pengendalian internal. Memiliki
pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal memberikan kemampuan untuk
memanipulasi dan memutuskan pengendalian internal dengan menghindari deteksi
kecurangan (Situngkir & Triyanto, 2020). Menurut Rumamby et al. (2021), dalam laporan
COSO terdapat identifikasi terhadap lima komponen pengendalian internal yang saling
terkait yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi
dan komunikasi, dan pemantauan.

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses integral yang dilakukan oleh
pimpinan dan staf secara rutin (Anggara & Sulindawati, 2020). Proses ini bertujuan untuk
memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal membantu dalam
menciptakan prosedur yang jelas dan terstruktur untuk pengadaan barang dan jasa.
Sistem pengendalian internal yang kuat memberikan landasan bagi audit investigatif dan
forensik untuk lebih efektif mengidentifikasi potensi kecurangan serta mengungkap
pelanggaran yang telah terjadi.

Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan landasan penting dalam
pencegahan dan deteksi kecurangan. Sistem ini mencakup kebijakan dan prosedur yang
dirancang untuk melindungi aset organisasi, memastikan keakuratan data keuangan, dan
mendorong kepatuhan terhadap regulasi. Penerapan sistem pengendalian internal yang
kuat membantu organisasi untuk mengurangi risiko kecurangan melalui pencegahan dan
deteksi dini atas anomali dalam operasionalnya. Penerapan sistem pengendalian internal
yang semakin efektif dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi dan
mencegah kecurangan pengadaan barang dan jasa. Implementasi yang efektif dari
sistem pengendalian internal membantu auditor dalam mengidentifikasi potensi
kecurangan, mengumpulkan bukti yang kuat, dan mengambil tindakan pencegahan yang
tepat untuk melindungi organisasi dari kerugian finansial dan reputasi yang buruk.
Semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan, maka
semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan. Hal ini sejalan dengan Akhtar et al.
(2022) dan Fadila (2020) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal
berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan.

H3: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan
pengadaan barang dan jasa.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian
Penelitian ini menguji pengaruh audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem
pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.
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Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data
primer. Kuesioner diukur menggunakan lima skala Likert yaitu sangat efektif, efektif,
cukup efektif, tidak efektif, dan sangat tidak efektif dengan skor berturut-turut yaitu 5, 4,
3,2,dan 1.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah 86 auditor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.
Penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan jenis purposive sampling.
Kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah auditor yang memiliki pengalaman
kerja atau memiliki pemahaman di bidang audit investigatif, akuntansi forensik, dan
sistem pengendalian internal. Penelitian ini menentukan ukuran sampel menggunakan
rumus Slovin dengan tingkat sampling error 10% sehingga diperoleh jumlah sampel
sebanyak 46 orang auditor Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Jumlah kuesioner yang disebar
sebanyak 86 kuesioner dan kembali sesuai dengan jumlah sampel yang ditetapkan
sebanyak 46 kuesioner sehingga response rate 54%.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa sebagai
variabel dependen, sedangkan audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem
pengendalian internal sebagai variabel independen. Kecurangan adalah suatu tindakan
yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan
orang lain, yang melibatkan penggunaan kekuasaan, penipuan atau manipulasi informasi
(Mahsun, 2023). Deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa diukur menggunakan
enam indikator yaitu capability, rationalization, opportunity, financial pressure, non-
financial pressure, ethical culture, knowledge and awareness, social environment dengan
sepuluh items pernyataan (Mahsun, 2023).

Audit investigatif merujuk pada suatu proses yang mana pihak yang memiliki
kewenangan dan independensi melakukan pencarian, penemuan, pengumpulan,
analisis, dan evaluasi secara sistematis terhadap bukti-bukti (BPKP, 2019). Audit
investigatif diukur menggunakan empat indikator yaitu pemahaman bukti audit
investigatif, pengumpulan bukti investigatif, mengevaluasi bukti, dan komunikasi efektif
dalam mengumpulkan dan menggali bukti dengan sepuluh items pernyataan (Sayidah et
al., 2019).

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dengan lingkup yang luas,
melampui akuntansi konvensional, lebih ditujukan untuk mengungkap adanya fakta
akuntansi yang tidak sesuai dengan aturan melalui bukti yang digunakan dalam proses
hukum di pengadilan (Mahsun, 2023). Akuntansi forensik diukur menggunakan lima
indikator yaitu kepatuhan terhadap standar profesional dan etika, pengumpulan dan
analisis bukti, pemahaman tentang hukum dan peraturan, pemahaman tentang sistem
dan prosedur, serta keterampilan komunikasi dan presentasi dengan sepuluh items
pernyataan (Mahsun, 2023).

Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang
oleh manajemen dengan keyakinan memadai agar entitas dapat mencapai tujuan dan
sasarannya (Yustien & Herawaty, 2022). Sistem pengendalian internal diukur
menggunakan lima indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas
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pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dengan sepuluh items
pernyataan (Rumamby et al., 2021).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini melakukan uji validitas dan rebialitas untuk mengukur kelayakan
kuesioner. Uji asumsi klasik juga dilakukan untuk menilai kelayakan model regresi linier
Ordinary Least Square agar penafsiran parameter dan koefisien regresi tidaklah bias.
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguiji hipotesis dengan persamaan
sebagai berikut.

Y=a+ LIXT 4+ L2X2 + L3X3 + € ettt (1)
Keterangan:

|4 = Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

a = Konstanta

B1, B2, B3 = Koefisien regresi dari X1, X2, X3

X1 = Audit Investigatif

X2 = Akuntansi Forensik

X3 = Sistem Pengendalian Internal

e = Error

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian
Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap pernyataan kuesioner valid, sehingga
mampu mengukur variabel yang dimaksud dengan akurat karena nilai r hitung > r tabel
(0,2907). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner reliabel untuk mengukur
variabel karena audit investigatif (X1), akuntansi forensik (X2), sistem pengendalian
internal (X3), dan deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa (Y) memiliki nilai
Cronbach’s Alpha berurut-turut 0,873, 0,902, 0,899, dan 0,792 > 0,60.

Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini melakukan uji asumsi klasik dengan uji normalitas, heteroskedastisitas,
dan multikolinieritas dengan hasil yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Hasil Kesimpulan
Normalitas Asymp. Sig O,ZOQ > 0,05 (One-Sample Normal
Kolmogorov-Smirnov Test)
Heteroskedastisitas Grafik plot menyebar dan tidak Lolos
membentuk pola tertentu
o . Nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF <
Multikolinearitas Lolos

10
Sumber: Diolah Peneliti (2024)
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Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dan
sampel pada penelitian ini mampu mewakili populasi yang ada. Model regresi yang diteliti
tidak mengalami heteroskedastisitas karena grafik plot menyebar dan tidak membentuk
pola tertentu. Ketiga variabel independen tidak saling berkorelasi, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Model regresi yang dihasilkan
adalah model yang baik untuk digunakan dalam analisis dan prediksi lebih lanjut.

Karakteristik Responden
Gambar 2 menyajikan data karakteristik responden auditor Perwakilan BPKP DKI

Jakarta berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan masa kerija.

Gambar 2. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin Usia

Perempuan 6,50% 4.3%

19.6%
17,4% '
34,80%

37,0%
= Laki-Laki = Perempuan =19-25 Tahun =26-30 Tahun = 31-35 Tahun = 36-40 Tahun = > 40 Tahun

Laki-Laki
80,4%

Pendidikan Terakhir Masa Kerja

4,3% 4,3%
43% 19,6%

= Diploma 3 (D3) =S1 =S2 =83 ® 1-3 Tahun = 4-6 Tahun =7-9 Tahun = 10-12 Tahun =>12 Tahun

54,3%

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Responden perempuan sebanyak sembilan orang (19,6%) dan laki-laki sebanyak 37
orang (80,4%). Auditor BPKP Provinsi DKI Jakarta mayoritas adalah laki-laki. Auditor
Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta didominasi usia antara 31-35 tahun sebanyak 17
orang (37%), diikuti oleh usia 26-30 tahun sebanyak 16 orang (34,8%), usia antara 36-40
tahun sebanyak 8 orang (17,4%), usia lebih dari 40 tahun sebanyak 3 orang (6,5%),
sedangkan jumlah responden terendah adalah berusia 19-25 tahun yaitu 2 orang (4,3%).
Hal ini menunjukkan sebagian besar responden berusia 31-35 tahun.

Pendidikan terakhir responden terbanyak adalah S1 yaitu 25 orang (54,3%), diikuti
tingkat pendidikan D3 sebanyak 10 orang (21,7%), tingkat S2 sebanyak 9 orang (19,6%).
Sementara yang paling sedikit tingkat lulusan S3 sebanyak 2 orang (4,3%). Hal ini
menunjukkan sebagian besar responden memiliki jenjang pendidikan terakhir S1.
Responden di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta memiliki masa kerja paling
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tinggi yaitu antara 4-6 tahun sebanyak 17 orang (37%), diikuti oleh masa kerja antara 7-
9 tahun sebanyak 16 orang (34,8%), masa kerja antara 1-3 tahun sebanyak 9 orang
(19,6%), masa kerja 10-12 tahun sebanyak 2 orang (4,3%), dan masa kerja lebih dari 12
tahun sebanyak 2 orang (4,3%).

Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini mendeskripsikan variabel audit investigatif, akuntansi forensik, sistem
pengendalian internal, dan deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa dari hasil
data kuesioner yang telah dilengkapi oleh auditor Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Tabel 3
menyajikan analisis deskriptif untuk setiap variabel penelitian.

Tabel 3. Analisis Deskriptif berdasarkan Respon Auditor BPKP

Variabel Respon Skor Ideal Persentase Kategori
Deteksi kecurangan 1940 2300 84,35% Sangat Efektif
pengadaan barang dan jasa
Audit Investigatif 2300 85,96% Sangat Efektif
Akuntansi Forensik 2300 90,52% Sangat Efektif
Sistem Pengendalian 2300 87,04% Sangat Efektif
Internal

Sumber: Diolah Peneliti (2024)
Hasil Pengujian Hipotesis
Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menguji ketiga hipotesis

dengan hasil seperti yang disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Coef. t-Stat. Prob. Keputusan
C 4,994 1,102 0,277
Audit Investigatif 0,337 3,314 0,002 H. diterima
Akuntansi Forensik 0,235 2,661 0,011 H, diterima
Sistem Pengendalian Internal 0,277 2,757 0,009 Hs diterima
Adjusted R? 0,601
F-statistic 23,614 0,001

Sumber: Diolah Peneliti (2024)
Persamaan regresi berdasarkan hasil yang tersedia di Tabel 4 adalah:
Y =4,994 + 0,337X1 + 0,235X2 + 0,277X3 + e

Nilai Adjusted R? sebesar 0,601 berarti audit investigatif, akuntansi forensik, dan
sistem pengendalian internal mampu menjelaskan deteksi kecurangan pengadaan
barang dan jasa sebesar 60,1%, sedangkan sisanya sebesar 39,9% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai signifikansi F-statistic sebesar
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0,001 < 0,05, menunjukkan bahwa audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem
pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap deteksi kecurangan
pengadaan barang dan jasa.

Pembahasan

Audit Investigatif, Akuntansi Forensik, Sistem Pengendalian Internal, dan Deteksi
Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 3 menunjukkan bahwa deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa
memiliki respon 84,35% sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif. Indikator
deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa yang memiliki skor tertinggi 86,96%
adalah capability. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaku kecurangan selalu memiliki
kemampuan atau keahlian untuk melakukan tindakan kecurangan. Indikator deteksi
kecurangan pengadaan barang dan jasa yang memiliki skor terendah 80,43% adalah
financial pressure. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku kecurangan biasanya
mengalami tekanan keuangan yang kuat yang memengaruhi perilaku kecurangan.

Penerapan audit investigatif memiliki respon 85,96% sehingga termasuk dalam
kategori sangat efektif. Indikator audit investigatif yang memiliki skor tertinggi 88,04%
adalah komunikasi efektif dalam mengumpulkan dan menggali bukti. Hasil ini
mengindikasikan bahwa auditor Perwakilan BPKP DKI Jakarta harus selalu membuat
jadwal yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu dari unit kerja yang menyediakan
bukti-bukti dan melibatkan semua staf yang aktif bekerja dalam proses penyediaan data.
Indikator audit investigatif yang memiliki skor terendah 83,04% adalah pengumpulan
bukti investigatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa auditor Perwakilan BPKP DKI
Jakarta harus selalu konfirmasi ke sumber informasi untuk semua bukti-bukti yang
dikumpulkan, mengecek dokumen yang dikumpulkan dan melakukan wawancara
terhadap penyedia bukti, serta melakukan perhitungan ulang untuk bukti-bukti yang
telah dikumpulkan.

Penerapan akuntansi forensik memiliki respon 90,52% sehingga termasuk dalam
kategori sangat efektif. Indikator akuntansi forensik yang memiliki skor tertinggi 90,22%
adalah pemahaman tentang hukum dan peraturan. Hasil ini mengindikasikan bahwa
praktisi akuntansi forensik harus bisa mengidentifikasi tindakan kecurangan dan
penipuan yang melanggar hukum serta memahami proses hukum yang terkait dengan
kasus kecurangan dan penipuan. Indikator akuntansi forensik yang memiliki skor
terendah 89,13% adalah pemahaman tentang sistem dan prosedur. Temuan ini
mengindikasikan bahwa praktisi akuntansi forensik harus memahami sistem dan
prosedur bisnis yang terkait dengan transaksi keuangan dan operasi bisnis instansi serta
dapat mengidentifikasi risiko kecurangan dan penipuan yang terkait dengan sistem dan
prosedur bisnis instansi.

Penerapan sistem pengendalian internal memiliki respon 87,04% sehingga termasuk
dalam kategori sangat efektif. Indikator sistem pengendalian internal yang memiliki skor
tertinggi 88,91% adalah lingkungan pengendalian. Hasil ini mengindikasikan bahwa
lingkungan kerja harus mendukung karyawannya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai
integritas dan etika dalam bekerja serta pendelegasian tugas dan tanggungjawab dari
manajemen ke karyawan sangat jelas batasan-batasannya. Indikator sistem
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pengendalian internal yang memiliki skor terendah 85,43% adalah penilaian risiko.
Temuan ini mengindikasikan bahwa instansi harus memiliki mekanisme dalam merekrut
dan menempatkan karyawannya pada unit kerja yang berisiko sesuai dengan
kompetensinya serta memiliki sistem IT yang canggih dan efektif untuk mereduksi
kemungkinan kesalahan yang timbul karena human error.

Pengaruh Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan
Jasa

Tabel 4 menunjukkan bahwa audit investigatif memiliki nilai signifikansi sebesar
0,002 < 0,05 berarti H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa audit investigatif
berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa. Temuan
ini mengindikasikan bahwa penerapan audit investigasi yang semakin efektif mencakup
pemahaman bukti audit investigatif, pengumpulan bukti investigatif, mengevaluasi bukti,
dan komunikasi efektif dalam mengumpulkan dan menggali bukti meningkatkan
efektivitas dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini mendukung White Collar Crime Theory bahwa kejahatan yang
dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki jabatan tinggi atau profesional
dalam organisasi. Oleh karena itu, audit investigatif yang dilakukan oleh pihak yang
berkompeten dan independen memegang peran penting dalam mendeteksi kecurangan
dalam pengadaan barang dan jasa. Melalui pendekatan yang menyeluruh, audit ini
membantu mengidentifikasi potensi kecurangan dengan menganalisis transaksi,
dokumen, dan jejak yang tidak biasa atau tidak lazim. Audit investigatif ini dapat
mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya terkait dengan indikasi tindak
pidana korupsi dan/atau tujuan khusus lainnya, seperti pengadaan barang dan jasa.
Temuan penelitian ini sejalan dengan Wiharti & Novita (2020), Rahmayanti et al. (2022),
dan Syahputra & Urumsah (2019) yang membuktikan bahwa audit investigatif
berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan.

Pengaruh Akuntansi Forensik dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang
dan Jasa

Akuntansi forensik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011 < 0,05 berarti H. diterima.
Hasil ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif dalam mendeteksi
kecurangan pengadaan barang dan jasa. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan
akuntansi forensik yang semakin efektif mencakup kepatuhan terhadap standar
profesional dan etika, pengumpulan dan analisis bukti, pemahaman tentang hukum dan
peraturan, pemahaman tentang sistem dan prosedur, serta keterampilan komunikasi
dan presentasi meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi kecurangan pengadaan
barang dan jasa.

Hasil penelitian ini mendukung White Collar Crime Theory bahwa kejahatan biasanya
terkait dengan kegiatan bisnis atau keuangan, seperti pengadaan barang dan jasa. Oleh
karena itu, penerapan akuntansi forensik sangat dibutuhkan dalam upaya mendeteksi
kecurangan karena perkembangan fraud yang semakin pesat dari hari ke hari. Akuntansi
forensik dapat membantu mengurangi kasus fraud seperti korupsi yang sering terjadi di
sektor pemerintahan, serta dapat mengembalikan dan meningkatkan kembali
kepercayaan publik kepada pemerintah (Wiharti & Novita, 2020). Temuan penelitian ini
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sejalan dengan Rahmayanti & Periansya (2022), Abdulrahman et al. (2020), dan Fadilah et
al. (2023) yang menunjukkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif dalam
mendeteksi kecurangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan
Barang dan Jasa

Sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 < 0,05 berarti
H3 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh
positif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa. Temuan ini
mengindikasikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang semakin efektif
mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi
dan komunikasi, serta pemantauan meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi
kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini mendukung Fraud Hexagon Theory bahwa seseorang yang
memiliki sikap superioritas dan rasa ego yang tinggi, merasa kebal terhadap kebijakan
perusahaan, ditambah dengan tekanan untuk memenuhi kewajiban keuangan, memiliki
kemampuan untuk memanfaatkan dan menyadari adanya kesempatan dari lemahnya
pengawasan, serta memiliki kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dapat
mendorong tindakan kecurangan (Syafira & Cahyaningsih, 2022). Oleh karena itu, sistem
pengendalian internal yang kuat dan efektif sangat penting dalam mendeteksi dan
mencegah kecurangan terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Pengendalian
internal yang baik dapat membantu mengidentifikasi anomali atau tanda-tanda
kecurangan lebih awal, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil sebelum
kerugian yang lebih besar terjadi. Temuan penelitian ini sejalan dengan Akhtar et al.
(2022) dan Fadila (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal
berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan.

Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem
pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.
Penelitian ini menemukan bahwa audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem
pengendalian internal berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan
barang dan jasa.

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis. Hasil penelitian ini
memberikan kontribusi terhadap perkembangan bidang ilmu Audit dan Akuntansi.
Penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu bahwa audit investigatif, akuntansi
forensik, dan sistem pengendalian internal mampu menjelaskan deteksi kecurangan
pengadaan barang dan jasa meskipun hanya 60,1%. Peneliti selanjutnya diharapkan
dapat meneliti variabel lainnya yang diduga dapat meningkatkan deteksi kecurangan
seperti skeptisme profesional, pengalaman audit, dan whistleblowing. Penelitian ini
hanya meneliti Auditor Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Peneliti selanjutnya diharapkan
dapat meneliti peran auditor BPKP di daerah lain. Auditor Perwakilan BPKP DKI Jakarta
diharapkan dapat menjaga independensi dan meningkatkan kemampuan untuk
menerapkan audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal
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supaya dapat meningkatkan kemampuan identifikasi, deteksi, dan mengungkap
kecurangan. BPKP diharapkan dapat memberikan pelatihan secara berkelanjutan untuk
meningkatkan kompetensi para auditornya.
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